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KEPFUTUSAN KEPALA KEANTOR WILAYAH
EKEEMENTERIAN AGAMA PROVINSI EALTMANTAN SELATAN

NOMOR 9z ( TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN /OPERASIONAL

MADRASAH ALIVAH DARUSSALAM
EABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

DENGAN BAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN ACAMA PROVINS] KALIMANTAN SELATAN

Menimbang 3
L.
&
d.
Mengingat e
2.

bahwa dalam rangka meningkalkan akses pendidikan
madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan
masyvarakat melalui organisasl berbadan hukum untuk
menvelenggarakan satuan pendidikan madrasah  scsual
denpan standar nasional pendidikan;

bibwa masa berlaku izin operasional /pendirian madrasah
stbagaimans tercantiim dalam Lampiran Keputusan [ni
telah habis;

bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan inl telah memenuhi persyaratan perpanjangan
izin pendirian/opcrasional madrasah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sehagaimana dimaksud
datam huruf *a?, huraf *B° dan hurof 5¢”, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Kelimantan Selatan tentang Pemberian  izin
Penditian Maodrasah Aliveh Darussalam Kabupaten Hulo
Sungsi Utara;

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 lenlang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomer 78, Tambahan Lembaran Negara
Eepublik Indonesia Nomor 43010,

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembarsn Negara Republilkc
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran



Memperhatikan

Negara Republik Indenesia Nomor 4496) sebageimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar WNasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republile Tndenesia Tahun
2015 Womor 45, Tambahan Lembaran MNepara Republik
Tndonesia Nomor 5670);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembsran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan bLembaran
Negara KRepublik Indonesia Nomor 4564);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tenteng
Pengelolasn dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Alas
Peraturan Pernerintah WNomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penvelenggaraan Pendidikan (Lembaran
MNegara Republik Indoncsia Tahun 2010 Nomer 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
5157

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun
2007 tentang Standar Sarana Jdan Prasarana Untuk
Sckolah Dasar/Madrasah Ibtidaivah, Sekolah Menengah
Pertama /Madrasah Tsanawivah, dan Seckolah Menengah
Alas/Madrasah Alivah,

Peraturan Menter! Pendidikan Masional Nomor 15 Tahun
2010 tentang Slandar Pelayanan Minimal Pendidikan di
Kabupaten/Kola sebagaimana telah diubah menjadi
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudavaan Nomor 23
Tahun 2013 tentang Perubahan dtas Peraturan Menterd
Pendidikan Nasicnal Nomer 15 Tahun 2010 tentang
Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara
Repuhlik ndonesia Tahun 2013 Nomor 1382):

Keputusan .Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang
Diselenggarakan oleh Masyarakat;

Keputusan Jenderal Pendidikan [slam Nomor 5885 Tahun
2013 Tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian
Madrasah, Penerbitan Sural Keputusan Pengganti lzin
Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat
Keterangan Kerusakan Dokumen lzin Pendirian Madrasahn;

. Rekomendasi  dari  Kepala Kantor Kemenlerian  Agama

Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 3261/Kk.17.07-
2/PP.00.6/08 /2016 Tanggal 24 Agustus 2016;



Menetapkan .

EESATU

KEDLA

KETIGA

MEMUTUSKAN:
: HKEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN
PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRABAH ALTYAH

DARUSESALAM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,

: Memberikan perpanjangan 1zin pendirian f gperasion:l

madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran vang merupakan bagian tidalk terpisahkan dari
Keputusan ini.

» Pemberian izin operasicnal sebaggimana dimaksud dalam
DIKTUM KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang
bersangkutan  melakukan  pelanggaran  sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undarigat.

 Keputusan ini mulal berlaku pada tanggal ditetaplkan.

Diterapkan di Banjarmasin
pada tanggal 6 September 2016

o n. Menteri Agama
P Kepala Kantor Wilayah,



LAMPIRARN |
KEPUTUSAN KEPALA EKANTOR WILAYAL
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI

KALIMANTAN SELATAN
NOMOR F4& TAHUN 2016

TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/
OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH
DARUSSALAM KABUPATEN HULU SUNGAI
UTARA

TENTANG
IDENTITAS MADRASAIL YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN 1ZIN PENDIRIAN

Nama Madrasah

Madrasah Aliyvah Darussalam

Nomor Statistik Madrasah

131263080063

Alamat Madrasah

Nama Chganisasi Penyelenggara

Akte Notaris Organisasi
Penyelengegara

Jl. Biigiend H. Hasan Baseri KM 12
Desa/Kelurghan Pinang Habang
Kecamatan Amuntai Tengah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Provinsi Kalimantan Selatan

Yayasan Darul Yatama Pinang Habang

Nomor 21 Tahun 2016

Pengesahan Akte Notaris ‘

(rganisasi Penyelenggara

SK MENKUMHAM RI Tanggel 11 April |
2016

Ditetapkan di Banjanmasin
pada tanggal 6 September 2016

. Menteri Agama
W Kepala Kantor Wilayah,



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN:
: KEPUTUSAN KEPALA HANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA TENTANG PEMEBERIAN IZIN
PENDIRIAN/OPERASBIONAL MADRABAH ALIYAH

DARUSSALAM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

: Memberikan PUIPETLETEHAT izin pendirian foperasional

madrasah kepada madrasabh sebagaimans tercantum dalam
Lampiran yang merupakan hagian tidek terpisahlkan  dari
Keputusan inf.

: Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam
TIKTUM KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang
bersgnghkutan melakulkan  pelanggaran  sesual  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

: Keputusan ini mulai berlaku pada tangpal ditetapkan.

Ditetaplkan di Banjarmasin
pada tanggal 6 September 2016




LAMPIEANT

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAL
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 416 TAHUN 2016

TENTANG PEMBERIAN 121N PENDIRIAN/
OPERASIONAL MADHASAH ALTYAH
DARUSSALAM KABUPATEN HULU SUNGAL
UTARA

TENTANG
[IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIEIAN

1 | Nama Madrasah

| Madrasah Aliyah Darussalam

2| Nomor Statistik Madrasah

131263080063

3 | Alamat Madrasah

J1, Brigjend H. Hasan Baseri KM 12
Desa/Kelurahan Pinang Habang
| Kecamatan Amuntai Tengah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Provinsi Kalimantan Selatan

4 | Nama Organisasi Penyelenggara

Yayasan Darul Yatama Pinang [Habang

5 | Akte Notaris Organisasi
| Penyclenggara

Momor 21 Tahun 2016

& | Pengesahan Akle Notaris
Organisasi Penvelenggara

8K MENKUMHAM RI Tanggal 11 April
2016

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 6 September 2016

P , Menteri Agama
Ngepala Kantor Wilayah,
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